
1. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendiclikan Nasional, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 078, dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 
Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka 
Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013. Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3206); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Mengingat 

·J 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang 
Penerimaan Peserta Dldik Baru pada Taman 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 
Sekolah Menengah Kejuruan perlu diteta.pkan 
Peraturan Bupati tentang Sistem Zonasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur 
tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta 
Didik:Baru. 

Menimbang ' 

DENG~ RAHM.AT TUBAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, f1 
I· I 
' 

SISTEM ZONASI ·PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 
KAl'fAK·KANAK; SEKOLAB DASAR, DAN SBKOLAH MENENGAH 

. : . PERTAMA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
NOMOR : 30 TAHUN 2019 

TENTANG 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINSISULAWESITENGGARA 
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Nomor 2461, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014tenh\Dg 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5432); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
Tentang Standar Nasional Pendidikan yang 
telah direvisi 'terakhir menjadi Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
ten tang Peru bah an atas Peraturan 
Pemerintah Norn.or 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 i57); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 4864); : 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahuil 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri · Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 955); 

10.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Sistem Pendidikan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 

.. 
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~-1. Sekolah Menengah.Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah 
satu bentuk satuan penclidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum pada jenj?II_& penclidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, ata'lf, 

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang. diakui 
sama atau setara sp atau MI. 

12. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adal3t 
penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah . . . 

13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada 

satuan pendidikanforrnal yang menyelenggarakan pendidikan urnum pada 
. ~. 

jenjang pendidikan.dasar, 
• Ii 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah . 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Organisasi Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
5. Kementerian adalah Kementerian Pencliclikan dan Kebudayaan. 
6. Menteri adaJah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan. 
7. Sekolah adaJah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu 

bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal. 
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk .. 

. . 
' 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
TENTANG SISTEM ZONASI PENERIMAAN 
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK 
KANAK, SEKOLAB DAS.AR, DAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
lingkup Kabupaten Kolaka Timur. 
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(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintab. Daerah rnelak~~n.11k~l 

.,· ,; 

.. ·, j: 
\ 

Pasal 4 . ., ,, 

,. ., 
Bagian Kesatu 

Pelaksanaan 

I 
I• BABU 

TATA CARA PPDB 

b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam mel~akafi 
~B. ~ 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; 

.. 
r·,. .Pasal 3 
h 
' 

Sekolah yang secara khusus melayani peserta. didik dari kelompok gendef 
• ' 1 atau agamatertentu. ·, 

' e. berkeadilan. : 1 ·• 1 

(2) Nondiskriminatif sbbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi' . . 

j• 

1 • .. 
.. , ,,. 

l. 

(1) PPDB dilakukan berdasarkan: 
a. nondiskriminatlf; 
b. objektif; 
c. transparan; 
d. akuntabel; dan ': 

!,'. 
: I Pasal 2 

14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran 
capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional 

• I 

dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. \!~ 

15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah 
surat keterangan ~yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar 
Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori. 

16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu 
sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik 
dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya . .. 
bersumber dari . s~tuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui 
secara online. 
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Pasal 6 

.. . Bagian Kedua 
Persyaratan 

mekanisme luar jaringan [luring]. 

( l) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringag . 
(daring). 

(2) Dalam ha! tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui 
, . II 

Pasal 5 

.. . • r 

maupun media lainnya. 
(6) Pengurnuman penetapan peserta didik baru sebagaimana climaksud pada 

ayat (2) hurufd dilakukan sesuai denganjalur pendaftaran dalam PPDB.;.;1 

(7) Penetapan peserta. didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan 
guru yang dipirnpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan 
kepala Sekolah. i. 

\ 
' ,../ 

( 5) Pengumurnan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah 

I • . 

~.j 
u- 

sesuai dengan.data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan . \ 

e. tanggal pene.t~pan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. 

I' 

-. ~ 

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; 
b. tanggal pendaftaran; 
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau 

jalur perpindahan orangtua/wali; 
d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas I SD, dan kelas 7 SMP . ,/ ,.-' 

'·' informasi sebagai beriku t: 

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik ham 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat 

b. pendaftaran; .: 
c. seleksi sesuai 1engan jalur pendaftaran; 
d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan 
e. daftar ulang. · 

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta clidik baru pa~ 
. . . 

Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; ;,. 

'• vr ·,• 

(2) Pelaksanaan PP{?B sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) climulai dari 

tahap: 

.5 
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( 1) · Persyaratan calo~ peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau" 
. . 

warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah · 
di luar negeri selairr memenubi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam . ' 

Pasal 10 

setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik. 

' 
: f ~ 

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Pasal 7, dan Pasal s;: 
dibuktikan dengan akta kelahiran a tau surat keterangan Iahir yang 
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang clan dilegalisir oleh lurahj'kepala desa: 

Pasal 9 

yang· sederajat. ·J 

Persyaratan calon peserta didik barn kelas 7 (tujuh) SMP: . ': 
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas] tahun pada tanggal 1 Juli tahun 

berjalan; dan. : ,c 
~ ~ 

b. memiliki ijazah'iatau surat tanda tamat belajar so· atau bentuk la.ii{' 

., 
Pasal 8 

~· ! 

(1) Persyaratan calon peserta diclik baru kelas 1 (satu) SD berusia.. 
a. 7 (tujuh) tahunjatau 
b. paling rendah 6 '(enam) tahun pad.a tanggal 1 Juli tahun berjalan. 

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun. 
(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 {enam) tahun sebagaima.rffi. 

dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 
(enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bati 
calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan / atau bak~t 
istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomenda~ 
tertulis dari psi.kolog profesional, 

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah. 

b. berusia 5 (lima) tahun sa.mpai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok 
··j B. 

A;dan 

!. 'f 
a. berusia 4 [empat] tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelornpok 

I 
!I 

"' . .... . ,i ... 
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(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud oada avat (1 \. avar f?.t ,hm ~v~t t::tr, 

•' "·· dalam zonasi terdekat, 

Sekolah lain dalam zonasi yang sama, . ; 

(3) Dalam hal daya tar.n-pung pada zonasi yang sarna sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lani: 

1 • ... 
melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas -~ 
pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 

I • •' 

(2) Dinas pendidikani sesuai derigan kewenangannya wajib menyalurkan . . 

kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pad~· 

(1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon 
'., 

peserta clidik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib 

Pasal 13 ... / 

' :\ (1) berlaku juga b~gi. anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 
mampu. 

1 ( c 

Ir 

(1) Sekolah yang: 
a. menyelengga.rakan pendidikan khusus; 

{. 

b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan 
. ;. 

c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi . \ 

persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6_, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 huruf a. 
(2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 

,...,_,.' 
Pasal 12 r--., 

inklusif. 

~ . 
Ketentuan terkait · persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana 

' :• 4 I 

dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dikecualikan bagi peserta . . 
didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan ,. . ~ 

Pasal 11 

i' 
' ,I~ 

bersangkutan. 

,· 
didik warga negara asing wajib mengikuti matrlkulasi pendid.ikan B~asa 
Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang 

Pasal 8 'wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang 

menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. 
(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta 



-=~·. 
' I 

(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan 
domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat' 
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili 

, a 
• 

peserta didik. . l .'J.: 
(7) Sekolah dilarang ~embuka jalur pendaftaran penerimaan peserta ctidik . : ... 

zonasi. 

Sekolah. ' ·, . ~ ' 
(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur, 

I , ~ ~ 

pendaftaran PPD~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu, 

•. . 
. ayat ( 1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung 

~~, /,, .. 

(3) Jalur prestasi s~~·agaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling 
. 7' . 'l., 

banyak 5°/o·(lima persen) darl d.aya tampung Sekolah. / 
(4) Jalur perpindahan: tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan 

0 

90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. 

a. zonasi; 
b. prestasl: dan : 

c. perpindahan tugas orang tua/wali. 
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 

. • 'I 

{1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: . . 

Bagian Ketiga 
Jalur Pendaftaran PPDB .l. r 

:.J 
{I. 

I· 
• ... 

\.i . )' 
,i, 
:• ,:, 

J i' ,; 
; 

'</ ~,.-- 

. 
I 

Pasal 15 

.. 
Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data 

'\ '• 

peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling 
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester. ': 

. i Pasal 14 

'l 
i,, b. menarnbah ruang kelas baru. 

dalam stan~. nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; 
dan/atau · · 

ada telah niemenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar 
• ! 

. 
. ~ 

(5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh . ~ 
Pemerintah Dae:r'¥1 dilarang: ·; 
a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yarig 

. . . 
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mampu dari Pemerintah Pusa.t atau Pemerintah Daerah. :~. · 
. i i·!l:.\- ~.:i,. 

(3) Orang tua/wali ~e1erta didik wajib membuat .surat keteratlg1r yang,{:'. 
menyatakan bersedia diproses secara hukum, apahila -t~bukti ~- 

- .. ~.• •~ •- ~,,\ \ ~"'1 

,I• ... 
·, ;f ' l; 
'; (1) Kuota paling sedikit 90°1<>' (sembilan puluh persen] dalam jalur eonasi.; 
~ I 'i 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagi: -,i.;: 
':,, 

a. peserta didik tidak mampu; dan/atau ,,. 
• t • • • • !t 

b. anak penyandarig disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakanjc 
·: I . ~ ' layanan inklusif,' 1~ 
. l.-' 

(2) Peserta 'didik baru _jang berasal dari keluarga ekonomi tid~ mampu ~:t 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan ~engan buktif:;;. 

~ , 
keikutsertaan Peserta Diclik dalam program penanganan keluarga tidak=: 

• f • . • 

o. Pasal 18' 
.,• . :( 

. ~ 
• tf 

. 
. l 

t 
. I 

I 
.. J 

: I 

0 
(2) Domisili . calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

• •• t 

berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat· . . . .,. 
1 (satu] tahun sebelum pelaksanaan PPDB. .: 

(3) Kartu keluarga d~p~t diganti dengan surat keterangan domislli dari rukuJ,~~ 

tetangga atau #n warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala d~\ 
' • 1, 

setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah ·· 
berdomisili palin'.g ~singkat 1 (satu} tahun sejak diterbitkannya suraf.: 

• • . I.· 
1 :(• 

keterangan .domisilit 

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga ata~~.· 
surat keterangandomisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama:t 
dengan Sekolah asal. • , ! L.! 

• i 
• l, 

. ,, 

{ 1) Dalam melaksanakan PPDB melaluijalur zonasi dengan kuota paling se~i 
. 90o/o (sembilan puhrh persen) sebagaimana climaksud dalam Pasal 15 ayat 

·(1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib 
. ~ ~ 

menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkari: 
i . :~~ 

Pemerintah Daerah. .\., 

.• ! Pasal 17 

. , 
~ 

zonasi atau jalur prestasi . 

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksJd 
. • 1 

dalam Pasal 15 ayat .(4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur 
. . : .. 

' ,. : . Pasal 16 . } 

;:;.9 ·' 



, ;.i 

:' 
~.i 

(1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah 
. . ~ 

sesuai dengan : kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili 
. : ,...: 

peserta didik dengan Sekolah. ' . ~ ~ 
(2) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjan'.g . .. . 

Ii' 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah 
. t ~ 

ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlaff 
. ) ~ 

anak usia Sekolah, pada setiap jenjang di daerah terse but. ·· ' 
~ ~~ 

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib me~as~1 
. . . 

semua wilayah administrasi masuk dalam penet.apan zonasi sesu1 
dengan jenjang pendidikan. 

. - 1;;J, 
(4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah 

Pasal 19 

seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. 

• I< 

(8)_ Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada .ayat (~), 
berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga 

... 1., 

.. 
bersama Dinas Pendidikan Kabupaten wajib melakukan verifikasi data 
dan lapangan : serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai deng8:?. 
ketentuan perundang-undangan. 

(7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud padt 
ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan 

' .. ;i. :\' 

keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang 
• l •. / 

disabilitas. ~ ?' 

1· 

tidak mampu · clari Pemerinta.h Pusat atau Pemerintah Daerah 
" sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4} Peserta didik y~g· Orang tua/walinya terbukti memalsukan buiw 

keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari 
•l 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana di.maksud pad, 
ayat (3}, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah. 

(5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diberikan berdasarkan basil evaluasi Sekolah bersama dengan komite . ~ 
Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam 
program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusaf atau 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah 

10 . 

C·. 

0 



• 

.; 
l•· 

• • I 

b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 
c. Sekolah Keria :~~m~'. 

(1) Ketentuan meng~naijalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dJ.: 
. I 

perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal l~· · · tr 
· sampai dengan Pasal 22 dikecualikan untuk: · · 

•)',;, 
a. Sekolah yang diselenggarakan oleh rnasyarakat; 

,L;~ r r Pasal 22 
Ii) 
"I 

., 
dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan 

l~ 
yang mempekerjakan. :·. 

berdomisili di luar.zonasi Sekolah yang bersangkutan. \t·. 

(2) Perpindahan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1) dibuktika8 

(1) Jalur perpindah~ tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud ~al~. 
\. 

Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang 
• J'1 0 

Pasal 21 
~ . : 

•• ! ~ 
(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksu~ 

dalam Pasal 16 'ayat (3) ditentukan berdasarkan: tf 
.~i'I 
j'• a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau ' 

. ~ . .:·. 
b. basil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun 

nonakademik .pada tingkat mternasional, tingkat nasional, tingkat 
provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/kota. u 

(2) Peserta dic:lik yang ':masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta di~ 
yang berdomisili diluar zonasi Sekolah yang bersangkutan. \'.~ . .. 

0 

Pasal20 

(6) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Dinas Pendidikan Kabupaten melibatkan musyawarah atau 
kelompok kerja kepala Sekolah. ;·_., 

. { I 

(7) Bagi Sekolah :yang berada di daerah perbatasan provinsi _ ata.p 
, ,I 

kabupaten/kota:, .penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara 

' . . 
tertulis an tar Pernerintah Daerah. . ,I 

Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada aya:t 
• ll 

(1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman 
•' secara terbuka pehdaftaran PPDB. ~~·- 
·~, 

(5) 

.. 11 
) 11 '1 ~ . 
!; 

. , 
,!·· 1. J~· 

',1 11 



tes membaca, menulis, dan berhitung. 
. \: 
. f 

Pasal 23 . . t.~ i· 
·'t 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan.' . v . ~ 
• .1 •• • • ~ ~- 

jalur zonasi. dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. :_· · ·' 
.(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan' 

. . ., " . . .,.; 

kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: ~- h 
' f a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l); dan . :~ 

• y. • ~ t 

b. jaraktempat ~ggal terdekat ke Sekolah dalam sonasi yang ditetapkarf}' 
. .. "f 

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. }r 
(3) Sekolah wajib menerima peserta clidik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan: .· . r , . .J 

domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan. · ' ···. 
• 4 • :_:; 

(4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (ll sarna, •. 
' • ·•l 

maka penentuan peaerta didik didasarkan padajarak tempat tinggal calon- 
. .? • . ,.. 

. peserta didik yang terdekat dengan Sekolah. ':'. 
! •• 

(5) Dalamseleksi calon peserta diclik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan . ~~ 
(\· ¥; 
~~ 

. ~ Pasal 24 l- ' · 
: ;~ .ti ; ~;. 

Seleksi calon peserta '.}iidik barn kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalu~~ 
zonasi, jalur:,prestas~, 4,~ jalur perpindahan tugas orang tua/wali. 1 } 

.. 
i. 

.. ·, 
l 

Bagian Keempat 
Seleksl PPDB 

0 
menangani 'bidangrpendidikan dasar dan menengah, 

.... .,. 
;·,1. ,, 

f. Sekolah yang menyelenggarakan penclidikan layanan khusus; . .( 

g. Sekolah berasrama; . :· 

h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan .. 
i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat 

! \.~ r I 

memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 [satu] Ronibongali r ,~ 
• .i ~.;-. 

Belajar. · · · 

(2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah 
( 

yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan 
t '· .. 

jumlah peserta :a~clik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana' 
\ 

dimaksud pada ay~t ( 1) huruf .i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesu~ 
dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang . . 

,, 
' '~ - 'I 

e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; 



Sekolah tidak dipungut biaya. •. 
(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak 

dipungut biaya. 

(1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional . . 
Pasal 28 

'i 

Bagian Keenam 
Bia ya 

peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. . -· 

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima 
' • •• I 

untuk rnemastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang 
·; ~ 4 

bersangkutan. · , · .. . ~ ·:1 · • i1 
(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status . ·. 

0 

.)I Pasal 27 

,. 
,>l: , .. . 
J< ,.. Bagian Kelima 

: I)aftar mang cl.an Pendataan Ulang 

r, 
('L 

( 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan 
mekanisme luri?~, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat 
tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi 

. ;.! 

yang ditetapkan. : ~· 
:•I 

(2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat 
calon peserta did~ yang memiliki jarak tempat ti.nggal dengan Seko~ 
sama, maka di.lakukan dengan memprioritaskan peserta didik _yan~ . . . .. 
memiliki ni1ai ujiap. Sekolah berstandar nasional lebih tinggi. 

Pasal 26 

didik yang mendaftar lebih awal. 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh} SMP yang menggunakan 
I . 

• " .! 

mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskanjarak tempat tinggal 
;1 ... 

terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. '·· 

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana 
. . ; l 

dimaksud pada ayat ( 1) sama, maka yang diprioritaskan adalab peserta . . 

~ 13 
• ~ 

;, 
\,. 

l; Pasa125 '• " n ~ 
\ 



yang menangani ~ bidang' 

pendidikan jenjang sebelumnya; 
b. surat pernyafaan dari kepala Sekolah asal; 
c. surat keterangan dari direktur jenderal 

pendidikan dasar dan menengah; dan 

a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikani 
bahwa peserta, didik yang bersangkutan telah menyelesaikan 

setelah: 

yang dituju. . 1 
. ! 

(2) Peserta didik set~;SMP, di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia 
. .. ,, . \ •,; 

' 

b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang'' 
pendidikan dasar dan menengah; dan 

. .i . 
c. lulus · tes kel~y~kan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah\;, . 

.. , ~ · .. a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal; 

(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di ·Indonesia . 
. setelah memenuhir 3 i 

Pasal 30 

. ·~ 
' yang diatur dal~. Peraturan Bupati ini. 

. ' (2} Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud 
! Ji 

pad.a ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui 
Dapodik. : 

• ~~ : t 

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan aya( 
(2) wajib memeriuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi 

( 1} Perpindahan peserta didik an tar Sekolah dalam satu daerah 
' kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau;· 

antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah as~f 
. •·. 

dan kepala Sekolah yang dituju. · 

. ~ ... ..... . : ~ Pasal 29 
-.,: 

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

BAB III 

•· . . 
b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang 

• ·1.: 
dikaitkan dengan PPDB. "' 

pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan 

a. melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait dengan 

(\ 
. ~ 

i· 

• 

-0 

\., 



,·: 

•,, 

/~ 
I 

Dalam pelaksa.naari Peraturan Bupati ini Dinas Pendidikan kabupaten: 
~ ·1 

i melakukan pembinaan · dan pengawasan kepada Sekolah yang·· 
41, • '• 

diselenggarakan oleh ~merintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya. . :~ 
": ' ~ { 

Pasal 34 
"~,f 

'· Dinas pendid.ikan kabupaterr/kota melakukan koordinasi, pemantauan; dan 
. . - 

.evaluasi pelaksanaan J;>PDB paling sedild.t 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun .. 
, I 

•, . ... •,. Pasal 33 

menerima laporan rnasyarakat terkait pelaksanaan PPDB. 

' 'I"' 
didik antar Sekolah ·setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah 
dalam hal ini Olli.as Dikmudora Kab. Kolaka Timur sesuai dengan 
kewenangannya. t 

,,' (2) Dinas Dikmudora' kabupaten wajib memiliki kanal pelaporan untuk 
i 
' 

~ d Pasal 32 ~ 
(1) Sekolah wajib melhporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta 

J;'ELAPORAN DAN PENGAWASAN 
J••' 

BAB IV 

(3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan 
• • I ~ . ; 

nonformal/inforinal ke Sekolah sebagaimana climaksud pada ayat (1), dari' . ~ 
ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. . . .. 

(2) Peserta didik jalurpendidikan nonformal/informal dapat diterima di SM];> 
. . \ ~ 

tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: .,t 
a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan 
b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP ~·· 

yang bersangkutan. .'.: .,. 

yang diselenggarakan oleh SJ? yang bersangkutan. 

' 
(1). Peserta didik jalut? pendidikan nonfonnal/informal dapat diterima di SD 

tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan .. . 
' ~: 

Pasal 31 

. ·. 
is " 

0 

l 



" 
', 

,. pelaksanaan PPDB.: 

.. 
Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019 /2020, ketentuan 

' 
mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada karf;Q. 
keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

. ' . . 

18 ayat (2) · dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum 

Pasal 38 
'· .. -~ 

Bagi Sekolah yang :diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima d~~ 
• •• . J 

bantuan operasio~~ Sekolah, · mulai tahun ajaran 2020/2021 wajiR 
melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei. ... 

' I 
~·,/ 

Pasal 37 

BABVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

dalam Peraturan Bupati ini . 
. l 

Sekolah yang diselengga.rakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat 
menetapkan persy~B:tan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPD~ 

Pasal 36 
........... , 

Daerah . 

{2) Tata cara pernberian sanksi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
i ' 

dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

.; 

. ( 1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan 
a ; 

ketentuan Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan sanksi kepada 
:1 kepala Sekolah, guru, dan/ atau tenaga kependiclikan berupa: .. ~ 

1. teguran tefiulis; 
2. penundaan atau pengurangan hak; 
3. pernbebasan tugas; dan/atau 
4. pemberhebtian sementara/tetap darijabatan. 

rs 
" . i ... ' .l,. • . 

'.:" ,. 
(1 ... 

BABV ..:! ·,. 
•; 

SANK SI -, , 
'· 

Pasal 35 ,~., 
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~ ;ti ·\ 

t ~f;~ 
r- 
' }' 
• 

\o, 

·, 

·SESUAI SURAT BASIL FASILITASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI . , 
SULAWESI T.EN~G~ NOMOR ; 130/4034. 

. . 
,. 

DERITA DAERAH K4JIUPATEN KOL.AKA TIMUR TAHON 2019, NOMOR fr~ 
.,. •, 
'!'". 

EKOSANTOSOBUDIARTO 

.. ' 
.~, ( .. 

;.,. 
! 

. t 
• . I 

SEKRETARIS DAERAH -, 
KAB. KOLAKA T~ 

<· 

Diundangkan di : Tirawuta 
Pada Tanggal : 1}~ ... (JUU/ - 2019 

'1' . ..• 

Ditetapkan di : Tirawuta 

pada tanggal : d",l,...(]UU ... 2019 

.. ,. 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengah 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. i:f' 

' . 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang 
,. ! 

Pasal 39 
;, . •: • . ' 

. -. BABVII 
KETENTUAN PENUTUP 

• I 

.. 
t~.· 

,.-..., 
, ... ) 


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)

